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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PERATURAN  DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

  NOMOR   2   TAHUN   2014 

TENTANG 

SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang :  a.  bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai manusia seutuhnya sehingga hak anak merupakan 

hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, 

dipenuhi dan dimajukan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, masyarakat, dan/atau keluarga; 

b. bahwa dalam kenyataan banyak anak yang belum terpenuhi 

haknya, mengalami kekerasan, dan berada dalam situasi 

yang mengandung risiko akan terjadinya kekerasan, 

eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, serta untuk membentuk generasi 

yang berkualitas dan berkarakter melalui upaya yang 

sistematis dan terprogram, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan 

Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950  tentang Perubahan 

dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun  1950 (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3143); 

4. Undang 
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4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235); 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4419); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674); 

 

12. Undang 
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12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4720); 

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); 

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967); 

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5089 );  

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 

2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5332); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3367); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 

 

22. Peraturan 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi 

Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4818); 

24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan    

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Perlindungan Anak; 

25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan 

Partisipasi Anak dalam Pembangunan; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 7); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 

5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan 

Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 23); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 25); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

dan 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN 

PERLINDUNGAN ANAK. 
 

BAB I 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Timur. 

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi. 

4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi 

Jawa Timur.  

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur. 

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, yang 

meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi, 

berpartisipasi, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi 

oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan 

negara. 

8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

terhindar dari risiko kerentanan dan terlindungi dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

9. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya untuk 

pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban 

dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan 

informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan 

perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses 

peradilan dan penyelarasan program kerja. 

10. Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah upaya 

integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan 

risiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang 

terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem 

peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak 

dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan 

subsistem data dan informasi perlindungan anak. 

 

11. Kabupaten 


